
BUPATi CIAN.'UR

PERATURAN DAERqH K{BUPATEN CIANJUR

NOMOR ]3 TAHUN 20]5

TENTANG

PERUBAIIAN 4TAS PERATURAN DAERAI] I(ABUPA'|EN C]ANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2O1O TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

KEPENI)I JDI 
'I(AN

DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI C]ANJUR,

banwa beberapa ketentum Pe.aturan Daeral
Kabupaten Cianjur Nomor l0 'fahun 2010 telteg
Penyelenggaaa Addinistrasi Kependudukm
dipedang sudah tidak sesuai lagi dengan Undag-
ijndmg Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tenrang
AdministEsi Kependudukan, maka perlu dilakukan

bahwa dalam rangka leningkaran peiayanan
Adminisrasi Kependudukm sejalan dengan tuntutan
pelayman Adminlstrasi Kependudukan yang
p-ole,iondl m.me'uhi ..rda- r.k-ol.& rntomdsi,
dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalao
P n, ao. an srandd pF.rydnd a '-'acl m.nuru
pelayanan pdma yang menyeluruh untuk mengatasi
Permasalaha. kependudukani

bahw, berd.\6 k"n p-r in b.rg"r seb.e. mana
dimaksud pada huruf a de huruf b, perlu
nenetapkao Pemtu.m Daeml tentdg Perubahan
Atas Peraturaa Daerah Kabupaten Cianjur Nomo. 10
Tahun 20lO teltang Penyelenggaraan Admlnistrasi

Pasal ]a ayat (6) Undang Undans Dasar NesaE
Republik Indonesia Tahun 1945i



6.

5.

2,

3,

Undang Undang Nomor 14'lahun Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Datam
Lingkungan Propinsi Djaq€ Barat (Berita Negara tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tanun 196a tentdg Pembenrukan
Kabupate! Punvakarta dm (abupaten Subdg dengan
m€ngubah Undmg-undang Nomor 14 aahun 1950
tentang Pembentukan Dae.an,Daerah Kabuparen
Dalam Lingkungm P.opitrsi Diawa Barat (Lembara,
Negda Republik lndonesia Tahun 196a Nomor 31,
Tambahan lrmba.a! Negara Republik lndo.esia

Undeg Undmg Nomor 12 'lahun 2006 rentane
Ke{arganegaraan Republik lndonesia (LembaEn
Nesda Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,
'lmbahan Lembdm Negara Republik Indonesia

Unddg Undmg Nomor 23 Tanu 2006 tenttug
Adnini,!rai K.pendLdLlrd Lenbad \egd:
Republik lndo.esia Tahun 2006 Nomor 124,
Tmbal1m kmbdan Nesaa Republik Indonesia
Nomor .1674) sebagaimea tetah diubah dengd
Unddg-Unddg Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubanan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahu! 2006
ie.tang Administ.asi Kependudukd (Lefrbdm Negda
Republik Indonesia Tanun 2013 Nomor 232,
Tmband rrmbdm Negda Republik Indooesia

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeriniahan Daerah (lembaran Negda Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Nesa.a Republik lndonesia Nomor 55a7)
sebagaiftana telah beberapakali diuban terakhir
dengm Undaog Undang Nomor 9 Tahun 201s tentang
Pe.ubalan l<edua Atas Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentanE Pemerinrahan Daerah (Lembdan
Negam Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
T mbanan Lembdan Nega.a Relublik Indonesia

Peraiurd Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tenrang
Pelaksanaan Undang Undme Nomor 23 Tahun 2005
tentang Adminishasi Kependudul€n (Lembdan Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor a0, Tmbahd
Lembaan Negda Republlk Indonesia Nomor 4736)
sebagalf,ana diubah dengan Peraturan Pemsrintah
Nomor 102 Tahun 2012 lenlos Perubahan Atas
Peraturan Peme.inrah Nomo. 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksdaan Undmg Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admiiistrasi (ependudukan (Lembarm Nega.a
Republik lndonesia Aahun 2012 Nomor 265,
Tambahd lembaran Negara Republik Indonesia



7. Pe.aturan Pemerintan Nomoi 3a Tahu 2AO7 rent^n!
Pe 

' 
baB'rl Lru>M P-m"rinidh"n Anura P, T"rinuh;

Pemerintahm Daerah Prcvinsi do Pemerintahan
Daeran (abupaten/Kota (L€mbaran Neea€ Republik
noonps.6l6hrr ,OO. \oro_a2 TMbd}ld .rnba-rn

Negara Republik Indonesia Nomor :17371;

a. Peraturm P.esiden Nomor 25 Tahun 2OO8 tenlang
Persyarald dd Tata cara Pendaltaran Penduduk dan
Pencaiaran Sipil;

9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tanun 2009 'tentang
Penerapan Kdtu Tanda Penduduk Be.basis Nomor
Indul< (ependudukan Seca.a Nasional sebagdmma
telah bebeepa kali diuban terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Ke Empat Atas Pe.aturan Presiden Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan (a.tu 'landa Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kepe.dudukan Secara Nasional;

10. Peratu.an Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tanun
2004 t€niang Urusd Pemennlahd Daerah (LembaEn
Daerah Kabupaten Cianju. Tahun 2oos Nomor 03 Seri
D);

1 1 . Peratu.an Daerah Kabupaten Ciah.jur Nomor 07 Tahun
20Oa tentmg Olganisasi Pemerinteian Daeran da
Peobentul.tu Orgmisasi Perangkar Daeral (abupaten
cidjur (Lembara! Daeran Kabupaten cianjur Tanun
2O0a Nomor 07 Seri D) sebagaimana telan diubah
dengan PeGiurd Dae.ah Kabupaten Cianjui Nomor
02 Tahun 2010 tentans Perubahan Pertama Atas
Peraturm Daerah (abupate! Cianjur Nomor 07'lahun
2008 tentanB Orsdisasi Pemerinrahan DaeralL dff
Pembentukd Organisasi Perangkar Daeran Kabupaten
cimjur (Lembdan DaerEll I<abupaten cimjDr rahun
2010 Nomo. 10 Se.i Dli

12. Peraturm Daeran Kabupaten Cianjur Nomor r0
Tahun 2010 tentang Penyelenggdam Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten
Cidjur'fahun 2010 Nomor T9 Seri cli

Densan Persetujud Bersama

DEWAN PERWAX]LAN R,{(YA'T DAERAI1 (ABUPATEN CIANJUR

3

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAE
ATAS PERATURAN
CIANJUR NOMOR IO
PENYELENGGARAAN
KEPENDIJI)I]KAN

TENTANG
DAE RAIl
TAHUN 20

PERUBAI{AN
KABUPATEN

1O TENTANC



Pasal l
Beberapa ketentuan dalam Peraturm Daerah Kabupaien Cianjur Nomo,
10 Tanur 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri c)
diubah sebagai berikut:
i , kientuan Pasal l diubah, sehingga Pasal l berbunyi sebagai benkut:

Pasal l
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten cianjur.
2. Pemerintah Daemn adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahd Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahd yang menjadi ketr€nangaD dae.ah oronom.

3. Bupari adalah Bupati Cianjur.

4. Administrasi Kependudukan adalah rdgkaim kegiatan penaraarl
dan penerbitan daiad lenerbitan dokuhen dan data
kependudukm melalui Pendaltaran Penduduk, Pen.ataran Sipil,
Pengelolam Inlormasi Admlnistrasi Kependudukan serta
pendayagunae hasilnya untuk pelayanan pubtik dan
lembangunan sekror lain.

5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dd O.ang Asing yeg
masuk secara salr serta b€.tempat tinggal di lndonesia.

6. Warga Negam indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalall
or s or B bmgsa Indonesia asll dd orang orang bdgsa lain
yang disahkan densan undmg-undang sebagai Warga Negara

7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Nesa.a lndonesia.

8. lnstansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukm dan Catatao Silil
(abulaten cidjur yans bertanssuns jawab serta beNena.g
melaksanakan pelayean dalam urusan adninishasi
kependudukan sesual dengan peraturan perundang undangan.

9 (epala Instdsi Pelaksana adalall Kepala Dinas Kependuduka
dan Catatm Sipil (abupaten Cidjur,

10. Dokumen kependudukm adalah dokumen resmi yang diierbltke
oleh Instansi Pelaksanayang mempunyai kekuatan hukum sebagai
alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaltard
Penduduk dan Pencatatd Silil.

il.Data xependudukan adalah data perseoregan dan/atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil d i kegiatan Pendaitarai
Penduduk dan Pencatatan siDil.

12. PendaJt m Penduduk adahn pencatatan biodata pendudukj
pelcatatm atas Pelaporan pe.istiwa kependudukan dan pendatam
penduduk rentan Adminisrasi Xependudukd serta pene.bitdl
dokumen kependudukan berupa kartu ideniitas atau surat
keteranga! kependudukar,



l3.Pedstiwa Kependuclukan adalah kejadjan yang dialami penduduk
yang hms dilaporkan kaena membawa akibat te.hadap
penerbitan atau perubahd (artu Keludga, (artu Tanda
Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya
meliputi pindah datang, perubahan almat, serta perubahan
status tinggal hrbatas menjadi iingeal tetap,

r4.tzin Tinggal l'e.baras adalah izin tidgeaL yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negda Kesaruan Republik
Indo.esia dald j@gka $aktu yang terbatas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundag undansal.

15.lzin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yans dibeikan kepada Orang
Asing untuk tinggal menetap di Wilayan Negra Kesatuan Republk
lndonesia sesuai dengan ketentuan peraturm perundang-

16. Surat Keteangm Tempat Tinggal Terbaias yang selanjutnya
disingkat SK'I"I adalah Surat (eterangan yang dikeluarkan olel
Instansl Pelaksana yang diberikan kepada Orans Asing ymg telah
mempunyai Izin Tinggal Te.batas yang dikeluarkd oleh Instansi
J ".s b-ne 'rs dal"r jar ska sak u Fflen,u.

17. Pindan Datmg Penduduk adalah perubahan dodisili untuk
meneta! karena Perpindaha ddi tempar yang lama ke domisili

la.Nomor Induk Kepe.dudukan yang selanjutnya disingkat NIK
adalah nomor identltas pehdudukyang bersilat unik/khas, tungsal
dm melekat pada seseorang yang terdalia. sebagai penduduk

lg.Kartu (eluarga ymg selejutnya disingkar (K adahn kartu
identitas keluarga yang metuuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keLuarga, serta identjtas aogsota keludga.

20. Karru Tanda P€nduduk Eleklronik yang selanjutnya disebut (TP-
e1, adalah Kar.u Tanda Penduduk yang dilenglapi cip yms
merupakan ldentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oLeh Instesi Pelaksana.

2t. Pen.atatd Sipil adalah pen.atatan perisriwa penting yane dialmi
oleh seseorang dalam resiste. pencatatd sipil pada lnstansi

22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabar yang melakukan
pencatatan Peristiiva Pendng ymg di alami seseorang pada instansi
pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengd ketentue
peraturan perunddg-undangan.

23. Peristi\ra Penting adaLah kejadian yang diaLmi seseorang meliputi
L"l.L.'"n, l6h perl.u rn.n pFr!.rJian
pembatalan pe.kaeinan, pembatalan perceraian) pengakuan anak,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewa.ganegaraan dan leistirva penting lainnya.

24. Petugas Registrasi adalah legas,ai yang diberi tugas dan tangAung
ja{ab memberikan pelayand lelaporan Peristioa Kependudukan
dd Peristiwa Penting serta pengelolaan dm penyajiu Data
(ependudukan di desa/keluEhd.



25,Sjstem lnformasi Adminiskasi Eependudukan, disingkat SIAK,
adalah sistem informasi yang memanlaatkan teknoiogi jnfo.masi
dd kombl1<asi uituk memlasilitasi pengelolaan i.lormasi
adminisrasi kependudukan di tlogkat Penyelenggda dd Instdsi
Pelaksana sebagai satu kesatud.

26.Data Pribadi adalah data lerseormgan rertentu ydg disimpan,
diratrat, dan diiaga kebenara. serra dilirdunsi kerahasiaannya.

27.Orang Asing 'Iinggal Te.batas adalal Orang Asing l.ang'lingeal
dalam jangka {,aktu terbaias d] {llayah Negda &saruan Republil<
Indonesia dan telah mendapat Izin TinCCal 'lerbatas dari Instansi

24. Orang Asing'fingCal Tetap adalah orang Asing yang berada dalam
u'ilayah Nesara Kesatuan Republik Indonesia yang teiah mendapai
lzin Tinggal Tetap dari Instan6i ymg benenang.

29. Peoduduk Rentan Adminisrasi Kependudukan adalah Penduduk
yang mengalafti hambatan daim memperoleh dokumen penduduk
yme disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dd o.an!:

30. Biodata Peaduduk adalah keterangar yang berisi etemen dara
tentangjati dni, inlormasi dasar serta riwayat perkembargan darl
lerubanm keadaan yang diaiami oleh penduduk sejak saar

SL Penduduk Non Pemanen adalah Penduduk Wdga Negara
Indonesia yang berrempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/kota
tempar tinggalnya tetapi berbeda dengan alahat pada mP-el yans
dimilikinya, dan tidak behiat untuk pindah menetap,

32. Ka.tu Identitas Anak yans selmjutnya disingkat KIA adalah
identitas resmi anak sebagai bukti di.i yos dite.birkan oleh
lnstansi Pelaksana sampaidengan wajib mP el.

33. Kdtor Urusan Agama (ccamatan yang selanjutnya disebut (UA
Kec sdalah satuan keda ymg melaksanakan pencatata nikall,
iaiat,.erai dan rujuk pada tingkat kecmatm bagi pendudukyang

34, Unii PelaksanaTekris Instansi Pelaksana yang selanjutnya disebut
UPT Instansi Pelaksda adalah saiuan kerja di tingkat kecamatan
ydg bertan*tung jawab kepada lnsiansi Pelaksana.

35. Penghayat (epercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
seldjutnya disebur Penghayat Kepercayaan adalah setjap orale
ymg mengakui dm meyakini nilainilai lenghayatd kepe.cayaan
terhsdap Tuhsn Yang Maha Esa.

36.Domisili adalah teopat ringgal tetap dan resmi penduduk yds
datmya tercantum ddm database Kependudukan lnstansi
Pelaksana, tcnvujud dalam kepemilikan K( dan K'lP el.



2. (etentud Pas.l !1 diubah, sehingBa Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal4
Pemerintah Daerah berkerajib& dan bertanggung jawab
m€nyelenggaralm urusan Adminisrrasi Xependudukan yeg
dilakukan oleh Bupati denga! kewenangan meliputi:
a. koordiMsi penyelenggaraan Adminishasi Kependudukani
b. pembentukan Instdsi PeLalsaa ymg tugas dan lungsinya di

bidang Adminisbasi klendudukei
c, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi

Kependuduk@ sesuai dergan kelentuan peraturan Perundang

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaan
Administrasi Kelendudukan j

e. pelaksanaan keglath pelayman masyarakat di bidane
Administrasi Kependudukan j

I penueasaf, kepada desa unruk menyelengga.akan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkd
tugas pembmtuan;

C. penyqjian Data Kependudukm berskala Kabupaten berasal
ddi Data Kependuduka yang telah dikonsolidasikan da!
dibersihkan oleh Kementerian yang bertansguns jawab dalam
urusan pemerintahan dald nege.ir dan

h. koordinasi pengawasan atas penyelengga.ad
Administrasi Kelendudukan.

3. Ketentum Pasal6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyl sebagai beikut:

Pasal6

Urusan Administrasi Kependudukan di daeran dihksanakan oleh
lnstansi Pelaksma.

4. Ketentud Pasal L3 diuban, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai

Pasal t3
(l) Penyelenssdaan administrasi kependudukan de pencatatd sipil

dilaksoakan oleh Instasi Pelaksma.

5. (etentuan Pasal t4 diuban, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai

Pasal 14

(1) Kewajiban lnstansi Pelaksma dalm menyelenss akm
administ.asi ketrendudukan dan lencatatan sipil, oelipuri:
a. hendaftar peris.iwa kependudukan da! peristiwa pentingi
b. demberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada

setiap penduduk atas laporan pe.istiwa kependudukd dd
perisriwa pendngi

c. mencerak. mene.bitkan dan mendistibusikan dokumen
kependudukan;



d. mendokumenrasikan hasll lendaita.an penduduk dm
pencataran sipll;

e. menjmin kerahasjaan dan keamanan data atas peristiwa
kependudukan dd pe.isriwa penri.g dan;

f. nelakukan verifikasi.lan validasi atas inlomasi ydg
disampaikan oleh penduduk dalm pelayand pendafra.an
penduduk dm pen.araran sipiil

(2) (ewajiban sebacaimma dimaksud ayat (I) hurur a, untuk
pencatatan nikah, taiak, cerai dd rujuk bagi penduduk yang
beragama Islm dil.kuka. oleh pegawai pencatat pada KUA

{3) lre$ajiban sebagalmana dimaksud ayat (1), unruk lersyaratan dan
tata cda pencatatan leristiwa penting bagi penduduk yang
agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan kerentuan
pe.atu.an perundang-unddgao berpedoman kepada leratuan
perundang unddSan.

6, Ketentuar Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbuyi sebagai

Pasal 15

(1) Kewenancan Instansi Pelaksana dalam menyelengsarakan utusan
administrasi kependudukan dan pencatatd sipil, meliputi:
a. memperoleh keterangd da, data yang benar serta dapat

dipertangsunsjawabkan tentang peristiwa penting
kependudukan dd peristi*a penting lainnya yang dilaporkan
penduduk;

b. memperoleh data mengenai peristiwa penting ymg dialami oleh
penduduk atas dasar putusan atau penetapm pengadil@i

c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan
peristi{a lenting untuk kepentingan penyelidikan dan
pembuktian di pengadilari

d. men8elola data dm mendayagunaka! inlormasi hasil
pendaJtaran penduduk dan pencatatm sipil unruk kepentingtul
p€mba.guna..

(2) Kewendgah sebasaimana dimaksud ayat (1) hurui a dan h,
berlaku juga baei XUA Kecatualan, khususnya untuk pen.atatan
nikan, talaL, ce.ai dan rujuk bagi pendudukya.C be.agda Islah.

(3) selain kewendsan sebasaimana dimaksud ayar (1), Instdsi
Pelaksanamempunyai kewenmgm untuL mendapatkan data hasil
leocatatan leristiwa pe.kawinan, perceraian dd rujuk bagi
pcnduduk yang be.4gama lslam dari KUA Kecamatan.

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni
Pasal 164, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(r) Petueas Regisrasi membantu kepala dcsa atau luran dan lnstansi
Pelaksma dalam Pendaftdd Penduduk dan Pencatatan Sipil



9

(2) Perugas Resisrrasi sebacaihda di@ksud pada ayat (t) diangkat
dan diberhentikan oleh Bupari diuramakan dari pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi persraralAn.

(3) Tata cara Pelaydan Administrasi Kependudutan di Desa yarc
dilaksanaLd oleh petusas Reeistrasi diarur dengan peEturd

a. Xetentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai

Pasal 17

( I ) sedap penduduk {,aj ib memiliki NlK.
(21 Ni( sebagaimda dimaksud ayat (11 beriaku sehu hidup, diberikd

oleh Pemdint n da direrbitkan oleh Instansi Pelal<sana kepada
setiap penduduk seletah dilakukan pencatata biodara.

(3) NIK sebasaimm dimaksud ayat (t), di@tumkd dEtM setiaF
dokumen kependudukm da dta.likan das penerbitan dokmen
identitas laimya.

(4) NIK sebasdma .LirEksud ayat (1), terdiri ddi 16 (enam betm) disit,

a. 6 (end) disit perta@ merupako kode wnayan provinsi,
kabupaten d@ kecmatd tempat tinggal pada sat meh.bnir;

b. 6 {enm) digt kedua adaran tarr8gar, bulan dd tanun kebnita,
khusus mhrk perempm tanggll lanimla ditambah dgka 40;

c, 4 (empat) digit te.a$n merupd€n nomor lht pene$ita! NtK yms
dip.oses secda otomatis dengd SIAI.

9, Ketenluan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 1a berbunyl sebagai

P,s2T lR
(11 Seriap penduduk wajib melaporkan seriap terjadinya perubal@

almat yang dialaminya,

(2) Apabila terjadi perubahm aldat penduduk yang diakibatkd
tdjadin a pemekdm wilayah atau pembangunan, Instansi
Pelaksana wajib menrelengsa.akan penerbitao peiubahe
dokumen pendaltaran penduduk.

10. Ketentuan Pasal 1S diubah, sehingga PasaL 19 berbunyi sebagai beriku

Pasal 19

(1) seriap penduduk yans datans ke Daeran wajib melapor kepada
Instansi Pelaksma dengan membawa surar ketemnge pindai
datmg dtui Daeran asal.

(2) setiap penduduk yans lindah daiam atau keluar Daerah, wajib
meLaporkan kelada lnstmsi Petaksda untuk mendapatkan surat
keterangan pindah.

(3) Berdasarkan Surat keterangan pindah ebagaimsa dimaksud ayat
(2) penduduk be.sansletd melapor kepada Instdsi Pela1<sda dj
tempat llutm unruk mendapa&d suat kereregan pindah dat4g.



(4) Pelalore sebasaimaM dimatsud ayar {s) tEljng lma 30 hai keda
sejak diterbitkan suat keterasd pindai ddi Dae.ah asal.

(s) SuEt (eteFngd Pindah datans yang dimaksud pada ayat (3)
dighalcn sebagai dasar petubEnm dd penerbiran 1<I( dan mp<l
bagi Pendudul ydg bereanglard.

I l. Ketentuan Pasal 20 diuban, sehingga Pasal 20 berbunjl sebagai

Pasai 20
(11 Orang Asing yeg memiliki izin tingg,l terbatas atau OIag Asing yog

memilll<i izi,! ringgal tetap dalam dan lua. Daerah wajib oelaporltu
kepind"rannr" k-p€d" I rs m.' o-l4q.4na

(2) Berdawkan Pelapord sebagaimm dimaksud pada ayat {1) rtrsrznsi
Pelal<ssa tuendaftar d@ menerbitkd slmt kerermge pindah

(3) Otug Aslng sebasdma dimaksud pada ayat (1) yas pind.n
darmg ke Daerah (ajib delaporkan kedatagannya pada Insrarsi
Pelaksaa paling lambat 30 hdi kerjd sejak diterbitken a slmt
keteraga pindsn datang.

{4) $rar keterangan pindan datang sebagaimea dih.l<sud pada aya!
(3) digunaLan sebagai da6ar perubanm atau penerbird KK, KIP el,
bagr O@g Aslng pemegeg Din tinggal tetap atau suat kete.@go
tempat iinggal bagi Orang Aslng letuegang izin lingg.r Erbatas ras
bersmgkute,

12. Ictentuan Pasa121 diubah, sehilgga Pasal2l berbunyi sebagai

pindah ke lud hege.i

{2) Berda6dkm lapola sebasaimaqa dimaksud
Pelaksana mendaltarkm da menerbitke surat

(1) Pendudu& wNr yog
kepindandnya kepada

13. Ketentuan Pasal22 diubah, sehin8ga Pasal 22 berbunyi sebagai

Pasal22
(l) wNl ydg pindah da ns ddi lud nesei ke daerah wajib

m.laporkan kedatangannya pada Instansi Peiaksana palins lambat
14 (ehpat belas) hdi ke.ja sjEl{ t nssEl kedaidsdnya.

(2) Berdasarkan lapo.an sebagaimda dimdl<sud pada ayat (1),
tnstansi Pelaksana meodaltd dd menerbitka surat ketemgd

{3) Sura! keteresd datag ddi lud nege.i sebagaituda dimaksud ayat
(2) merupaka daer penerbitan (]{ dm mP e].
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14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehing8a Pasal 23 berbunyi sebagai

pasal23

(1) Ordg asing yag memilil<i izin tinggal terbatas ldg darag dei llE
mgeri atau otug asing ],mg mmiliki izin laimya ,Eng lebn berubah
status sebagai pemegeg nin tinggal terbatas yang be.encana tinggal
di daerah wajib nelapor kepada Insransi Pelaksda pallng jambat
14 (empat belas) hari kerja sejak diLerbitkan izin tinsgal terbaras.

(2) Berdasdkm lapo.a sebagaimana didaksud ayar (1), Instmsi
Pelal<sana mendaftar dd menerbitkar surat keterargan tempar
ti"CCrl.

(3) Masa berlaku su.at keteras@ tempat rinsgal sebagaimana
dimaksud ayat (2) disesuaikan densan masa bertaku izin rinseal

(4) surat ketetusm rempat tinggal sebasaimana dimal<sud ayat (2)
wajib dibaBa pada eat bepergia.

15. Ketentum Pasal24 diuban, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai

Pasal24
(1) Orang asing yang memiliki inn tinggal terbatas ,Eg tela!

mengubah stalusnya menjadi Izin tinggal tetap *ajib melalorka pada
lnstansi Peial<sea palng lmbat 14 (empat belas) hdi kerja *jak
diterbitkm izin tinggal tetap,

(2) Berdasdl€n laporan sebagaimana dimar.sud ayat (1), lnstmsi
PelaLsma mendaltd do menerbltltu XI( dm KTP-el.

16. Ketenruan Pasal25 diubah, sehingga Fasal25 berbunyi sebagai

Pasal 25

(1) O.@g 6ing y@g memiliki izin ting8al te.bat6 atau orog asing yeg
memilki izin tinggal teia! ydg a]<!n pindal ke lra nege.i wajib
melalorkan kepada Instansi Pelaksda paling lambat 14 (empat belas)
hdi keia sebelm kepindandnya.

(2) Bedasarkm laldm sebagaimma dinulsud ayat (1), Instansi
Pelaksana melalo]<ar1 txndr.fta@,

17. Dimtara Pasal 25 .lan 26 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal
25A dm Pasal 25B yang be.bunyi sebagai berikut:

Pa$]25A
(1) Pendudrn< Non PeMen ),€ng bertempat tinggal di Daerah pali.g

sedikit 6 (enm) bule, ajib mmbentanukd keberadtunya kepada
ketua ruku tetangga serempat, dm didata dald Darabasc
Kependudukd-

(2) (Penduduk Non Pemsen sbagal@a dinul<sud pada ayat (1) didala
berdasdko (TP-el de mencdtMkd tempai tinggal luar
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(3) Pemilik dm/atau pengelola rumah/asrama/runan susun wajib
memberitahukan keberadaan Penduduk Non Permaen
sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dan oelapo.kannya secda
berkala setiap 6 (enam) bulan pada minssu perlMa kepada
Pemerintah Desa.

(4) Lapord sebagaimana dimalsud pada aya. (3) dismpaikan oteh
petugas .egistrasi desa kepada lnstansi Pelaksana secara

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaiesa dlmaksud pada ayat
(l) dikenal<an sanksi adminisr.atitbetula:
a. teguran liSanidan
b, teguran tertulis.

(6) Ketentua lebih laniut mensenai Penduduk Non Permden diatu.
d.lam Peratura! Bupati.

pasat 25B
(1) Anak usia 0 (nol) hnm sepai dencan wajib KTp el harus

(2) tlA sebagaimda dimal<sud pada ayat (1) diselenssdakan oleh
Instansi Pelaksana.

(3) ]llA sebagalnana dimaksud pada ayat (1) berLal{u sampai dengan
anak berhak mendapatkm KTP-el, atau bila ada perubahan data,

(4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipersunakan unruk
menertibka, Admlnist.asi Kependudukan dan insentil anal<.

(s) ktentuan lebih lanjut mensenai penerbitan r<IA dm insenrifanak
sebasaimda dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan

la. Ketentuan Pasal 26 diuban, sehingga Pasal 26 beibuyl sebaeai

Pasal 26

(1) Instansi Pelak@a wajib melrr<ukan pendatam penduduk rental
Administrasikpenduduke, yangmeliputi:
a, penduduk korban ben.da alami
b. penduduk korban bencana sosialj
c. orang tertantar; dan
d. kohunitas te+encil.

(2) Pendataan penduduk rntan Administrasi Kependuduk l
sebagamana dimaksud ayat (1) dapal dn.h*d di tempat

(3) Pendaten penduduk rentan Administ.asi (ependudukan
sebasaimana dimal<sud ayat {11 dilakukan oleh Tim Pendataan
yang dibeniuk oleh Bupali,

(4) Ilasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunaka.
sebagai dasar penerbitd su.ar kelerangan kependudukan
untuk penduduk rentan Administrasi I(ependudukan,
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14. Xerentuan Pasal 27 diubab, sehinAga Pasal 27 berbuhyi sebagai

Pasa127
(l) Biodata penduduk, ((, surat kete.msan pindah pendudl*

kelud daerah, surat keterdgd pindah datdg penduduk
kedalam daer.n, surat kererangan pindah penduduk orms
asing, surat keterange pindal ke luar negeri, surat ketermgan
datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk
ordg asing tinggal teibatas, suat keterangan kelahiran etuk
oreg asins, surat keterdgan lahir mati untuk ormg asing,
sur.r k.r.ragd kcoalr Lnruk o ang a\hg 5ur€r
keteiange pehbatalan perkawind, surat keterdgan
pembataim perceraid, surar keterangan pengganti tanda
identitas, ditandatangani oleh Kepala lnstansi Pelaksana.

(2) Surat ketcrdgan pindan penduduk dan suat keterangtul
pindah darmg penduduk antarkecamatm dalam daerah
diterbitka dan ditudatatrgi oleh .amat atas nma Kepala
Instmsi Pelairsana,

(3) Surat keter@gan pindah penduduk dalam
desa/keluranm, surar keterangan plndah datang penduduk
antar desa/keiuranm, surat keterangan kelaii.an unrutr wNr,
suat ketermgd kematlan untuk WNl, dapat diterbltkm dh
ditmdatmgei oleh kepala d€sa/keluranm atas nama Kepa.la
Instansi Pelaksana,

(4) Tata cara pencatato dan penerbitan dokumen kependudukm,
sepanjans mengenai teknis petaksanaannya ale diatur lebih
laniut oleh Bupati.

lg.Ketentum Pasal 2a diubah sehingga Pasal 2a berbunyi sebagai

Pasal 28

(ll Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh
PelaLsana setempat paling lambat 60
sejal{ kerahnannya.

(2) Bedasdkm pelaporan sebasaimana
Instansi mencatal pada ReBister
menerbitkan Kuiipan Akta Kelahira..

Penduduk kepada lnstansj
(enam puluhl ha.i keda

dinalsud lada ayat (1),
Akta (elahiran d2.

2o.Ketenauan Pasal 29 diubah, sehinsga Pasal 29 berbmyi sebagai

Pasal 29

Pelaporu kelahiran sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
yaDg melampaui batas s'aktu 60 (enam puluh) hai kerja sejak
tmggaL kebniran, pencaiatm dd penerbitd Akta klaliran
dilaksanal<an setelah mendapatkm K€putM Kep€la Instansi Pelalsm



21. Ketentuan Pas6l 30 diuban, sehingga Pasal 30 berbunyl sebagai

P.s2l3.)
(l) Pencatatan t elahiran dalad .egister akta kelahiran dan

penerbitan katipd akta kebnira terhadap lerlstiwa kelahiEl
sesorhg yog ridal< dikelahui asal usulnya atau keberadtu o@g
trldya" di.t6&kd pada lapo.m o.@g l@g menemut€n dilengkapi
dengan kete.angm dokter dafl berita ac a pemerikee dari

(2) l(utipd akra kelanid sebasaimda dimalsud ayat (1) diterbitkan
oleh Instmsi Pelaksana.

22. (ermtuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai

Pasal 31

{1) raloro kebhtu bagi penduduk Lmg terjadi rli lu neeerij di kapal
laut atau pesawat terbarg yang beiada di luar \rilayah lldonesia
wajib dilaporkao kepada Instansi Pelaksana lEling lambat 30 (tiga
puluh) hdi kerja sejar penduduk yds bereaskutan kemball ke

(2) Kulild akta kehhitu sebasaima dimaksud pada ayat (1)
dite.bitkan oleh Insrznsl Pe.].ks.n5

23. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebag.i

Pasal 32

(1) Setiap leristi{a lalir tuati penduduk, wajlb dilaporkm kepada
lnslosi Pela}sda paling lmbat 30 (tiga puluh) hai kerja sejal
peristiwa lann rod.

(2) Berdesks rapotu ebacm dimaksud arat (1), lnstansi
Pelaksa menerbitl,a surat keteragan lahir mati.

2;1. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehinssa Pasal 33 berbunyi sebagai

Pasal33

{l) setiap penduduk yane melaksanakan perkawinan, wajib
melaporkann a kepada Instansi Pelaksana paling lmbat 60 (end
pullrh) hdi kera seja& tmggal perkasdnd.

(2) Berdasakm iaporm $basaimana dirEksud ayat (1), Instansi
Pelalc.e mencatat pada register aLla perl<awind do melerbitkaD
kutipan al-ta perkawind.

(3) Pelapo.m sebagaimea dimalcud ayat (1) basi penduduk yeg
berasma Isim dilal<ukd oLeh KUA Kecmatan.

(4) Data hasil pencatatan atas perisrii,a perkawlnm sebrgaidda
.LirEl<sud pada ayat (31 wajib dilaporkd oLeh KUA KecaMtd kepada
Instesi Pelatsana dalm waLtu pElins lmbai 10 (sepuluh) hari kerja
selelah pencatard perkawind dila&sdal.a



t5

24. Ketentuan Pasal 35 diuban, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai

Pasal 35

Dalam hal dokumen perkawinan tidak dapat dibuktikan dergan
akta perkawinan, pencatatan perkawinan dllalukm oleh lnsransi
Pelaksda setelah adanya penetapan pengadilan.

25. Xetentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunl sebagai

Pasal36
Penduduk yang melangsungLan pe.karvinaD di luar negeri,
wajlb melaporkan peristiwa perkawinannya lepada Instansi
Pelaksana paling lambar 30 (tisa puluh) hari ke.ja sejak kembati ke

26. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai

Pasal 37
(1) setiap peristiwa pembaialan perkawinan yans terjadi, wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada lnstansi Petaksana paling
lambat 90 (sembild puluh) ha.i ke{a serelah adanya putusaD
pengadilan yang telah memleroleh kekuata! hukum retap.

(2) Berdasarkan lapore sebaaaimana dimaksud ayat (1)
Insransi Pelaksana mencabut kutiDan akta
perkawinannya.

(3) Keientuan lebih lanjut mengenai persyaraian dan tata cara
pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat
(r) dd (2) al<an diatur lebih lanju! oleh Bupati.

27, Ketentuan Pasal 3a diubah, sehingga Pasal 3a berbunyi sebagai

Pasat 3a

(1)Setiap peristiwa perceraian yang dialaoi penduduk,
wajib dilaporkan kepada Instansj Pela]<sda paling l@bat 60
(enam puluh) hari kerja sejak adanya putusan pengadiLan yang
r.lah nen F rc -h kebcun hukJm rcbp

(2) Be.dasarkan laporan sebagaimana dihaksud ayar (1), Instansi
Pelaksana mencatat ,ada register akta perceraian dan
menerbitkar lotipan alta pe.ceraian.

(3) Pelapo.m perisiiwa perce.aim baBi penduduk yang beragama
Islam dllakukan oleh I<UA Kecamatan,

(4) Data hasil pe.catatan KUA llecamatan sebagaimana ditua1{sud
ayaa (3), aras pedstnva perceraian yang telah mendapaakan
penetapan Pengadilar Agama disampaikan kepada Instansi
Pelaksana untuk direkam kedalah dd,d bdse kependudukan.



28. Ketentuan Pasal 39 .tiuba}l, sehingga Pasal 39 be.bunyi sebagai

pasat 39

Setlap penduduk yang melaksanakan perlsLlwa per.eraian di lua.
negeri, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lmbat 30
I ea p rluh)hai keri- -etE^ lFmbJ.kp noores.a.

29. (etentuan Pasal 40 diuban, sehingga Pasal 40 berbunyi sebaeai

Pasal 40

(1) Seliap penstiwa pembatalan p€I1mid ],mg dialmi penduduk, ivajib
dilapork@ keFEda hstansi Pelakwa paling lmbat 60 knm lulutt
hei kerja setelah adaya putusan pengadild yang relah mempurB
kekuata hul:m tetap.

{2) Berdasarkan laporan sebasaimma dimaksud ayar (l), Instdsi
Pelal{sana mencabut kutlpan al,.ta perceEid dan mengeLuarkan
sr.o \ere'angq' Demb-'"len peoerd .

(3) Ketentum lebih lanju. mengenai pe.syaratan dan tata ca.a
pencatatan pembatalm perceraiaD akan diatur lebih lanjur oleh

30. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai

Pasal4t
(r) setiap kematid wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetdssa di

Domisili penduduk kepada instansi pelaksda setempat paling
lambat 30 (tiga puluhl hari selak tanggal kematian,

(2) Berdasarkan laporan sebaBaimana dimaksud pada ayar (1), Djnas
mencatat pada Register Akta (eftatian dd menerbirkan Kutipan
Akta (ematian.

{3) Pencatatd Kematian sebagaituana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarlan keterangan Kematian dari pihak ydg

(4) Dalm hal teiadi ketidakjelasan keberadaan seseorans karena
hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenuahnya,
pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipii ba dilakukan setelah
admt a penetapan pengadilan.

(5) DaLm haL te{adi kematian seseords yang ridak jelas
identitasnya, Instansi Petaksda melakukan pen.atatm kematiad
berdasarkan keterangan dari kcpolisian.

3r. (etenruan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 bcrbunyi seba8ai

Pasal42

Setiap peristiwa kematian penduduk yang terjadi di luar negeri
djcatat oleh lnstasi Pelatsma bedasakm surat keteregd
pernyataan kematian dai pejabat ydg bemenmg sesuai deng&r
ketentue perund@s-undosan.
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32. (etentuan Pasal 43 diubah, sehjngga Pasal 43 berbhyi sebagai

pasal43

(l) setiap peristiwa peneaDgkatm mak (adopsi) oleh penduduk
dlcatar oleh Instansi Pelaksda palinB lambat 30 (iisa puluh) hari
kerja setelah dit€.imanya salinan penetapan ddi pengadile.

12) Berdasarkd lapdm sbasd@na dimaksud ar€t (1), tnsresi
Pelakwa membut catatan pinggir pada reEister al-ta kelahire dan
kuripd al<ta kelahirb.

33. Xetentun Pasal 44 diub.n, sehingga Pasal 4.1 berbunyi sebagai

Pasa144

(1) Pencmgkarm dak (adopsi) o.ms asing yds dilal<uka! oteh
penduduk di ltr negeri hms djlaporkan kepada Instmsi Pelahsda
paiing lmbat 30 (tiga puluh) h i keia sejal< kembari ke lndonesia.

(2) Be.dasarkan lapoEn sebagaimaa dimaksud arat (1), Instms!
Pelaksana mengukubl@n suEt keterdgan pengagkatd anak

34. Ketentuao Pasal 45 diubah, sehinS€a Pasal 45 berbunyl sebagai

Pasal,l5

(1) Pengal<um dar. s,ajib dilaporkar oleh orang tua lada Instansi
Pelaksea pali:og lambal 30 (tisa puluh) hari kerja sejak tanssal
Surat Pengalun Anal< oleh ayah da. disetu.jui oleh ibu da.i anaL
ymg bersangkutan.

(21 Pengal{uan anak hanya berlalo 6agi anak yane orang tuanya
teLah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama,
tetapi belum sah menurul hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimda dimal{sud pada ayat (t),
tnstansi Pelaksana mencatat pada R€Bister Akta Pengakuan Anal<
dan meierbitkan Kutipan Akta PengalId Anak.

35. Ketenruan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai

Pasal46
(1) Setiap pengesahan anak wajib diLaporkan oleh ordgtua kepada

lnstmsi Pel.ksma palins lambat 30 (tisa puluh) hari kerja sejar.
ayah dd ibu d i maL yag bersmgkutan melakukan
perk.$rn€n o€r ne'dap".ka .ku ptrk"w'-rd

(2) Pengesahan anak hanya beriaku basi anak yang o.mg iuanya
telah melahsmakan pe.kawinan sah menuat hukum agama dan
hullm ne8ara.

(3) Eerdasarkan laporan sebagainana dinaksud pada ayat {1),
Dlnas encatat pada regisrer akta pengesahan anak dan
menerbitkan kutipan akta pensesanan anak.



36. Keteniuan Pasal 47 djubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai

Pasat 47
(1) Seiiap peristiwa pe.ubahan nama Iane dialami oleh pendu.luk,

tr'ajib dilaporkan kepada Instao6i Pelaksana paiing lmbat 30 (tisa
luluh) hari kerla sejak diterimdya salinan penerapan pengaditun

(2) Berdaskan lapore sbagailr@a dimaksud ayat (1), Instansi
Pelak@a membuat catatan pinggi. pada register akia len€tatd sipil
dm kutipm al<ta pencatatan sipil.

37. Ketentu@ PasaL 4a diubah, sehingga Pasal 4a berbunyi sebagal

pasaL 48

(1) seriap peristnva perubahd status ke dg esdaan darl orans
asing menjadi WNI yanS dialami oleh penduduk, wajib
dilaporkan kepada lnsiansi Pelak@a paling lmbat 60 Gnm puluh)
hd kerja sejak diteriddya berita acaa pensucapan sumpatr atau
penyar.fu jdji ddi pejabat yans betuelfu8.

(2) Berdasrkan lapord sebaaaimana dimaksud ayat (1), Instmsi
PelEl{sda membEt catatan pinggi. pada register a&ta lencatardr
sipiL da kutipa alrta lencatat n sipn.

34. Ketentuan Pasar 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai

P,s.l4c
(1) Setiap peristim !€ruband satus kewdgeesM ddi WNI

menjadi oFng asing yag dialami oleh penduduk, pejabat yeE
bemenmg memberitahukan kepada Instasi Pelaksana.

(2) Berdasdkm ketentua sebasaimda dimal<sud ayat (1), Instansi
Pelaksma hembuar catatm pinggn pada register alta penetatan
sipil dd lltipd atta pencatatd sipil.

38, Ketentum Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 5r berbunyi sebaeai

Pasa151

Seiiap peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk, wajib dicatar
oleh lnsransi Pelaksana paling lambat 30 {Uga puluh) ha.i kerja
sejak diterimanya salind penetapan pensadilan negeri yang telah
mempunyai kekuaia! hukum terap.

40. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai

Pasa]52
(1) Penduduk yang tidak mahpu melaporkan sendiri rerhadap

peristi$a kelendudukm da perisriwa penting ydg dialdinya
dapat dibetu oleh Instansi Pela]<sdatau heminta bdnrd kepada



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai p.rsyararan dan tata cara
pelapor@ penduduk sebasaimana dimaksud ayat (1) al<an diatur
lebih ldjut oleh Bupati

41. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai

pasal53
(1) Data kpendudukan terdiri atas data perseo.ansd dan/atau

dala agregat penduduk.

(2) Data perseoengm meliputi i
a. nomor ((l
b. NIK!

t teggal/buld/tahunlahirl
C. golongm deah;
h. asama/kepercayae;
i. status perkawinan;
j. status hubunsan dalam keluargal
k. cacat fisik dd/ataumental;
l. pendidikanterakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandug;
o, nama ibu kmdunAi

q. nama a]zh;
r. aldat sebelumnya;
s. almat sekeangi
r. kepFmilikr "l<E lan,,/ru,ar ^Fral lahir;
u. no@r akta kelahiran/nomor surat kenaL lahi4
v. kepemilikm akta perkawila!/buku nikan;
w. nomor akta perkawitrd/buku nikal;
x. tanggal perkawinanl
y. kepemilikd al{ta perceraian;
z. nomor aLta perceraian / surat cerai;
aa. tanggal perceraib;

dd. tanda tangan; dao
ee. elemen data laintrya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data aglegdt sebasaimana dimaksud ayat (1) meliputi himpunan
data perseordgd yang berupa data kuantjtatif dan kualitatit

(4) Data xependudukm sebagaimana dimsl<sud pada ayat (1), ayar
(2), dan ayat (3) yans digunakai untuk semua kepe.lum addan
Data Kependuduka! dari l{ementerian yang bertanggung jawab
dalm urusan petuerintahan dalam negeri, antaE lain untuk

a, pelayean publiki



b. perencana& pembangunan;
c. alokasi angg@nj
d. pembangund demokrasij dan
e penegal<d hukum dan pen.eganm Enminal.

42. (eienluan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 be.bunyi sebagai

pasai 56
(1) I(K memuar keterangan hensenai kolom:

a, Nomor KItr
b. nama lengkap kepala keludga dan anggora keluarga;
c, NIKi
d. jenis kelamin

t tempat lahir
g. tanggal lahir

i. pendidikm
j. pekerjaan
t. status perkawinaD
l. status hubungs dele keluarga
m kewugmegaraan;
n dokumen imigrasij
o. nama orang tua;

(2) I(etermgd menseoai kolom asa@ sebagaimana dinMksud ayat {t)
hurul h, bagi lenduduk ,@B agmmlE belum dlakui sebagai
agama menurur peraruran Perundang undangan ymg berlaku
atau bagi Penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilaymi
dan dicatat dalam database &pendudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dioaksud ayat (1) huruf a berlatu htuk
selae@ya, kecuali te.jadi petub.hd kepala keludsa-

(4) I{K diterbitkd dan dibeiikan oleh instdsi Pelaksana kelEd:1
penduduk WNI dm olag asing ymg memiliki izin tingg.r tehp.

(s) I(i sebacaimma dinul{sud ayat (1), mmpat<d srlrn satu dasar
penerbitm KTP-el.

43. Ketentum Pasal 57 diuban, sehingga Pasal s7 berbunyi sebagai

Pasal5T
(1) Penduduk hmya .lalat di daltBr dalu 1 (sat4 xK.
(2) Perubahan susuoan keludga dalao KI( wajib dilalorkan oleh

penduduk kepada hstasi Pelak@a selmbarlmbat ya 30 (tig.
!d!r1) hdi sejak te.jadinla perubahd.

(3) Bedasdke lapord *bagaima dimaksud ayat (2), Instansi
Pelalsda tundaJtdkan dm menerbitkm KK.
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,14. Keterluan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 5a berbunyi sebagal

Pasa158

l1) Penduduk Warga Negara Indonesia de Orans Aslns vans
memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 {lujuh belas)
tahun atau telah kawin atau lemah kawin wajib memiliki (TP-el.

{2) KTP-e1 sebagainana dimaksud pada ayar (1) berlaku secda

(3) Ordg Asins sebagaimana didaksud pada ayat (1) vajib
melaporkan pe.panjangan masa berlaku atau denssanti KTP-el
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) han
sebelum taogsal masa berlaku Izin Tinggal Tctap berakhi..

(a) Penduduk yang telah menili]{i KTP el iLajib membawanya pada
saat bepe.gian.

(5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hanya memiliki I

(6) KlP-el dapat dicabutdan aiau dibalalkar dalam hal:
a. memberikan kete.egm yang tidak bcnar dan/atau

pe.sydatm palsu pada saat mengajukan
permohoflan/ pengurusan KTP elj

b. berdasdkan perintah/putusan pengadilan.
.15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai

Pasal59
(1) KTP'el mencantumkan sambd lamba.B caruda Pdcasila da.

peta wilayah Negara (esatuan Republik Indonesia, memuat
elemen data penduduk, yaitu NlK nam, iempat tanggal lahir,
La] i laki atau perempue, agama, stalus perkaginm, golongd
darah, alamai, peke.jad, keiva.ganegaren, pas loto, masa
berlaLu, tempat dd tmggal dikeluarkan (TP-el, dan tandatangan
pemilik K'IP el.

(2) NIK sebasaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomo!
identitas tunggal untuk semua urusan pelayman publik.

{3) Pemerinrah denyelenggaralian semua lelayanan publik dengan
berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Unluk menyelenggarakan pelayanan pubLik
sebasalmana dimaksud pada alat (3), Pefrerintah melalokan
integrasi nomo. identitas yang telah ada dan digunaka.
untuk pelayDan publlk.

(5) Elemen data pcnduduk tentalg aeama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bagi Penduduk ydg agammya belum diakui sebaeai
agama berdasa.kan kerenruan Pe.aturan Pe.undang undmgm
aiau bagi penghayat kepercayam tidak dllsi, tetapi tetap dilaymi
dan dicataL dalm database kependudukan.

(51 Dalm (TP eL sebagaimana dimaksud lada ayat (1) te.simpd
cip ydg tuemuat rekamao eleklronik data perseorangd.
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(7) KTP el utuk:
a. Warga Neeara Indonesia masa berl.lanya seumur hidup; dan
b. Ordg Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa

berlalu lzin Ainggal Tetap.

(8) Ddm hal tedadi petubalan elemen data, rusak, atau hilds,
Penduduk pemnik KTP el wajib melaporkan kepada
Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubanm atau ledggantian.

(9) Ddm hal KTP-el rusak arau hilang, Penduduk pemiLik (T?-el
sajib nelalor kepada Instmsi Pelaksana melalui camat ata!
Iurzn/kepala desa paling lambat t4 (empat belas) hai dan
melengkapi su.at pernyatad penyebab terjadinya rusar{ atau

46. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 be.bunyi 6ebagai

Pasa163

(r) (utipan Akta Pencatatan Sipil ierdirl atas kutipan akta:

a. kelahiani
b. keftatianj
c. perkawinan;
d- pe.ce.aian,
e. pengakuan anak.dd
l. pengesahd mak.

(2) Kutipan Akta Pencataian Sipil memuat:
a. Jenis peristi{a pentingl
b. NIK dm status kewdg@egdaani
c. nama orang ydg mengalmi peristi* a peniing;
d- tempat dan tmggal peristiwa;
e, tempa. d& tanegal dikeludkannya aktaj
i, !@a dan tandatangan Pejabat ydg bese neej
g. pemyataan kesesuaim kutipao tersebut dengan dala

ydg terdapat dalam Registei Akta Pencatatan Sipil.

47. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehinsea Pasal 64 berbuyi sebagal

Pasal 64
(1) Instmsi Pelaksma rvajib menerbitkan dokmen pendaJtara.

pendudu! sebagrj bdlkut :

a. KK atau KTP palins lambat 14 (enpar belas) hari kerjai
b, surat keteragan pindah paling lambat 1a (empat beLas) hdi

c. suat ketermam pindan datdg pallng lmbat 14 {empat belasl
hdi kerjaj

d, surat keterangd pindah ke lua. negeri p!.ling ldbat 14 (empal
belas) hdi keda;

e. surat keteranga dateg dari Lua negeri pa.ling lambar 14 (@par
belas) hdi kerja;
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I 6uat keteEngu bmpat tinggal untuk o.dg asing ydg memilki
lzjn tinssa.l terbatas palins lmbat 14 (empat !e1as) hdi kdjaj

g. suat keteranAd kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari

h. surai keterangan lahir mati paling lambat 14 {empat belas) hari

i. surat keteransan kematian palins lambar 3 (tiga) ha.i kedai
j, 6uat keteragd pembakrm perkawlnm paling lambai 7 (tujub)

k. surat keteiege pembatalm perceraid paling lmbar 7 (tujuh)
hei kerja, sejak tdgeal dlpmuhinya semua persydatd.

(2) Instansi Pehr<sana wajib melcatat pada recisrcr akta pencatatan
sipil dd menerbitko kutipe dlta pencatatd sipiL paling lambat 30
(riga puLuh) hari kerja setelall seluruh persr,aratmnya terpenuhj.

.18. Ketentud Pasal 65 diubah, sehingea Pasal 65 berbunyi sebagai

Pasal 65

{l) Pembetulan mP ymg dialei pendudut hdya dilal<ukm untuk
l<TP ymg mengalami kesalahao iulis redatsional.

(2) Peobetulan KTP sebasaimana dimaksud ayat (1),
dilaksanakm oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa
pemohond dari yme bersanckutd.

49. Ketentuan Pasai 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbuoyi sebagai

Pas,l 66

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk hanya
dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan rulis

(2) Pembetulan akta pencatatan sipll sebagaimea dlnaksud ayar (1),
dilaksanakan oleh instansi Pelal<sana dengan atau tanpa
permohonan dari yag bersangkutan.

50. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingea PasaL 67 berbunyi sebagai

Pasa]67

(r) Pembatafd aka pencatatan sipil ydg .lialami oleh penduduk
dilakukan oleh Instmsi Pelaksaa berdasdkan atas putusd
pengadilan ydg teLah mempunyai kekualan hukum tetap.

(2) Berdasarkan keientud sebasaimam dimal{sud ayat (l), Instansi
Pelaksm membuat catatan pinggir pada register akta da!
mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang



sl,ltetentuan Pasd 6a djubah, sehingga Pasal 6A berbunyi sebagai

Pasd 6a
Dalam hal terdalat perbedad $ilayan hukum antara Instansi
Pelaksa.a denga. pengadilan yang memutus pembatalan akta,
pemohon harus membawa salinan lutusan pengadilan kepada
Instansi Pelaksana.

52, Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai

Pasa169

Setiap orang dildang memerintahkan du/atau memlasiLitasi
dan/atau melakukan manipulasi Data Kep€ndudukan dan/atau
clemcn dala Pen.i,d,,k

53. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai

Pasa171

(1) Darm har terjadi k€adm yans luar biasa, sehincga dae.al arau
sebagian daeen dinyatakm dalam keadaan bahaya, Instansi
Pelak@a wajib membEt su.at kete.angan tentang peristiwa
penting dan peristiwa kependudui€n j,EnC dialmi oleh penduduk.

(2) s]mt k8tdasd sebasaimea dimaksud ayat (1), merupalm dasar
pene.bite dokmen kependudukm.

(3) Dalam hal keadaan dinyatakan pulih, Instmsi Pelaksana wajib
memberika pelayee kepada penduduk untuk melakukan
pendaft@ penduduk dan pencatato sipil.

54. (etentuan Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebag.i

Pasal T2

il) Ddu hal te.ja.L kqd.@ L@ biae sebaaai akibat bencda alm,
Instansi Pelakma wajib mebrarkm pendatam pendudu| baAi
pengungsi da korban he4.4a ald.

{2) Instansi Pelakwa menerbitka surat kelerogo penggmli tmda
identitas dm surat keterangan pengganti identitas dan sural
keterangan pencatatan sipil berdasa.kan basiL pendaltaran
sebasaimana dinaksud ayar (l).

P) S@t ketersgo penggeti tan.ta identitas atau sLmt ketetugd
pe!.aratan sipil digunakd sebagai teda bukti dan baha.
!e idbded mtuk peoerbitd dokumen kependuduLm.
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55. Ketentum Pasal 73 diubah, sehingga PasaL 73 berbunyi sebagai

Pasal T3

(1) Penselolm iiformasi administrasi kependuduka! dila*ukan oleh
Instansi Pelaksna.

(2) Pengelolaan inlomasl administrasi kependudukm sebagailfua
di@ksud ayar (i) dilakuke melalui pembesunm SIAK.

(3) Ketenrum 1ebih l@jut meEgenai SIAK dd pengelolffinya
sebagaimea dimaksud ayat (2) al<d diaiu leblh lanjut oleh Bupati.

56. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasa1 74 berbunyi sebagai

Pasal T4

(1) Data lendudu! yd8 dihsilkm oLeh SIAK diguald utuk
kepentingd perumusd kebUanm di bidag lemerintald dan
Pembegunm.

(21 setlap penggune data penduduk sebasaimana dimaksud ayat (1),
harus mendapatkan izin dan Instansi Pelaksana.

(3) (etentuan Iebih lanjut mengenai percya.atan dd tata cara lzin
sebasaima di@ksud ayat (2) alcn dla.ur leblh lanjut oleh Bupati.

57. Ketentudl Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai

Pasal 74

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
a. kete€ngan tentang ca.at fisik dan/atau menralj

d. tanda tangan danj
e. eletuen data lainnya ymg merupakm aib seseorang.

s8.IGtentuan Pasal 76 diubah, sehinssa Pasal 76 berbuyi sebagai

Pasal 76

Data pribadi penduduk sebaedma dimaksud Pasal 75 haas dijaga
kebenennya ds dilindunsi keralasiamnya oleh Instmsi Pelakwa
sesuai dengan ketentud peratu@ peru.dang-undego ymg berlala.

59, Ketenluan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebacai

Pasal 7a

{11 Bupati sebasai penanssung jawab memberikan hak akses Data
(epcndudukan kepada petugas Instmsi Pelaksana.

{2) Petusas lnstdsi Pelalsma sebasaimana dimaksud pada ayat (1)
diLarmg menyebdluaskm Data pibadi yang tidak sesuai dengm
kewenangannya.



(3) ktenruaa tebih lmjut mensenaj rata cara pemantaard dan
pemberian ha]. akses data Kependudukan diatur dengan
Peratuh Bupati.

60. Eeientuan Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai

Pasol79
Instansi Pelal{sda mela(akafl Penarausahaa4 Pendatata.an
Penduduk dan Peflcatatan Sipil.

61. Diantara Pasal aL dm Pasai a2 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni
P"\dl alA \rhinggd berbL n.r rpbaB.. b-Ik rr

Pasal alA
Pengurusan dm penerbitan Dollmen Kependuduka. tidak dipungut

61 Ketentuan Pasal a2 dihapus.

62, Ketentuan Pasal a3 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai

Pasal a3

(l) Lurah/(epala Desa menyusun laporan pendaltaran penduduk
dan pen.atatan sipil serta tuenyampaikan hasilnya kepad.

(2) camat menghimpun laporan pendaltaran penduduk dan
pencatatan sipil yang disampaikan olsh Lurah/Kepala Desa dan
membuat rekapitulasi laloran untuk disaopaikd kepada Bupati
melalui Instansi Pelaksana.

(31 lnstansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftlran penduduk
dd pen@tatan sipil ymg dlsmpaikan oleh para camat dan
membuat rekapitulasi lapo.an untuk disampaikan kepada

63.Diantara BAB xll dan BAB Xlll disisipkan 2 (dua) bab baru yakni,
BAB XII A ddn Bab XII yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIl A
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

PADA INSTANSI PELA(SANA

Pasal a3A
(1) Pejabat struktural pada hstansi Pelaksana dimgkat dar

diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati
melalui Gubedur.

(2) Pelilaian kinerja pejabat struktural sebasaioana dimaksud pada
ayat (1) dila\rkan secara leriodik oleh Menteri Dalam Nege.i.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur
pengangkatan dan pembelhentian pejabat struktural sebagaimma
dima&sud pada ayat (1), s€rta lenilaia! kinerja sebasaimana
dimaksud pada ayat (21 diatu sesuai dengd ketentuan peEtura.
perundang-undmga..



BAB XIIB
PENDANAAN

Pasal a3B

Pendanaan Penyelenggaraan Program dan Xegiatan Administrasi
Kependudukan dianggaikan dalam Anggaran Pendapatm dan
Belanja Nega.a dan Anggaran Pendalatan dan Belanja Daerah.

64. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal a4 berbunyi sebagai

pasal8.l

(1) Peryidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungu Pemeintah Daerah
dibei rvewenane khusus sebagai penyidik untuk melakukm
penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
lerundang undangan yang berlal{u.

(2) Dalam nelaksanaLan tugasnla peoyidik pegawai negeri sipil
sebacaimana dimaksud ayar (1), berada di bawah koordinasi
kpolisian Republik Indonesia.

(3) Dalam melaksanakd tueas penyidikan, PPNS sebagaimana
dimaksud pa.la ayat (1) be.wenangi
a- menerima laporan atau pengadum dari seseorang mengenai

adanya tindak pidana atas peldsg an Peraturan daerahl
b. melakukan tindatan pertama dan pemeiksaan di temlar

c. men!ruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda penge.al
diri le^dska;

d. melskukan penr'itaan benda atau suratj
e. mengambil sidik jari dd memotret seseorangi
t memanggil omng urtuk didenga. dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ormg ahll ydg diperlukan dalam hubungannya

dengan pem€riksaan perkarai
h. tuengadal{d penghentim lenyidikan sctelah tuendapar

perunjuk dari penyidik banwa tidak terdapat cukup bukti atau
pe.isii*a tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
sclanjutnya melalui penyidik membcritahukan hal teEebut
kepada penuntut umum, tersangka atau kelua.ganyar dan

i. mengadakan tindakm lain menurut hukum yang dapat
dipe.tangsLnsjawabkan.

53,Ifttentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbu.yi sebagai

pasaL 85

(1) Setiap pendudul< dikeMj sarksi administratit berupa denda apabila
melampaui baias wal<tu pelapore pedstiwa kependudukan, dalam

a. penduduk lud dae.an yag Lebih ddi I (salu) tahun sudah
pindah di daerahl

b. piodah datans basi oEns asing yaig memiliki izin rioggal
terbatas atau orang asing yang memiliki lzin tingeal teia!
sebasa.imaa dlmaksud darM Pasa120 ayat (2)j



c. pird.I daa.s dai lw necd bagi penduduk sbasaimda
dimalsud dald Pasal 22 ayat (1)l

d. pindah datang ba8i otug 6ing yary hsencm iinggal di daeEh
sbagaima dina.ksud pada Pasal 23 (1);

e. petubanan status orang asing yang memiliki izin tinggal
terbaras menjadi o6e asing yeg hemiliki izin ti.egal tetap
sebagaima dinu].sud dalam Pasal 24 ayat (r);

t pindah ke lua. negeri bagi ordg asing yang tueFiliki izin linggnl
te.bahs atau oEng asng yang hemiliki izin tinggEl retap
sbaAaimm dimaksud dalm Pasar 25 ayat (1);

s. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ST ayat (2);

h, pembuatan KTP sebagaim@a dimaksud dalam Pasal5S ayat (1).

(2) Detrda administratir sebasaimana dimaksud ayat (l), dikenakan
terhadap penduduk WNI sebesd Rp 50.000,00 (Lima puluh ribrr
rulian) dm pendudrn< wNA sebesar Rp 2.000.000,00 (du juta

{3) Denda administratil sebagaimma ayat (2) dikecualikan untuk wNl
ea.ga mlskin ,eng telah mendapat pengesahan pemerintah dan
ilarga yang mendalat fasilitas pelayanan terpadu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mensenai denda adminisradl akan diarur
kemudi@ oleh Bupati,

64.1(etentuan Pasal a6 diubah, sehingga Pasal a6 berbunyi sebagai

Pasal 86

(l) setiap penduduk dikenai sdksi adtuinisbasi berupa denda apabila
melmpaui batas ivaktu pelalo@ peristiwa penting dal@ hal i

a. telahiran sebagaimana dimaksud datam Pasal 28 ayat (1),
atau Pasa131, Pasal 32i

b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1),
atau pasal36i

c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalm Pasal
37 ayat (1)i

d. perce.aid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (1,

e. pembatalan pe.ceraian sebagaihana dimaksud dalam Pasal40

t kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4I atat (1)l
g. pengmgkatm mal{ sebagajmana dimaksud dalam Pasal 43

h. pengangkatan anak orang asing yang dilakukan penduduk di
luar legeri sebagaimana dimaksud dalam PasaL 4.1 ayat (1);

i. lengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

j. peneesahan anak sebasaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1);

k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

L perubahan status ke{,arganegaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal48 ava! {1).



(2) Denda adninistra.if sebacaimana diftal{sud ayat (r), dikenal<d
terhadap pendlduk WNI sebesar Rp 50.000,00 {lima puluh ribu
rupiah) dan Penduduk wNA sebesd Rp 2.000.000,00 {dua.juta

(3) Denda administratir sebasaimana dimaksud pada ayat (2),
dikecuaiikan untuk penduduk WNI warga miskin yang tehl1
mendapat pengesahan Pemerintah dan warga yang mendapat
lasilitas pelayand terpadu-

(4) ktentuan lebih lmjut me.genai denda admlnistratil diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

65.Ketentuan Pasal e8 diubah, sehingga Pasal 8a berbunyi sebagai

Pasal a8
(1) setiap pejabat dan/atau petusas pada Instmsi Pelaksana

melakukd tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang
memperlambat lengurusan dokumen kependudukan dalam batas
waku yang ditentukan d.lam peraturan daerah ini dikenakao
sanksi admlnsitrasi sesuai peraturan perun.lang-undanga

(2) Pensenan sanksi adminisbasi sebasaimana ayat (t) dilaksanal<M
melalui proses pemeriksaan oleh Pemeintan Dae.ah be.dasarkan
atas pengaduan pemohon.

57. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehing8a Pasal 93 berbunyi sebagai

Pasal93
Pada saat Perarurd Daerah ini mulai berlaku:
a. Pemerintah Dae.ah wajib membeikan NiK

b. semua instansi pengcuna wajib menjadikd NIK sebasai
dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhituns
sejak instmsi pengguna mengakses data kependudukan dai

c. KTP-el bagi wNl yang sudah .literbitkan sebelum Peratu.atr
Dae.ah ini ditetapkd berlalr seumur hidup adapun untuk ormg
asing masa berlai<unya disesuaikan dengan Izin Tiqgal Tetapi

d. keterdgm mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegavai
pejabat dan penandatmgmm oleh pejabat pada mP e1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dihapus setelah
darabase kependudukan nasional teMiud.

67, Ketentuan Pasal 94 diubah, s€hingga Pasal 9.+ berbunyi sebasai

Pasal94
Pada s.aL Prraruran Daerdh '"' mLl"i ber aku.
a. semua singkatan "Ktl" sebagaima dimaksud dalam Peraturm

Daerai Kabupaten Cianjur Nooor l0 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaran Administ.asi Kependudukd hatus dimaknai
'KTP el'l

b, semua kaiimat "wajib dilaporkan oleh Pendudd. kepada Instansi
Pelaksda di tempat rerjadinya peristiwa' sebagaimma dimaksud
dalatu Peraturan Daerah Kabupsten Cianjur Nomor 10 Tanun
2010 tentang PenyelenggarMn Adminisirasi Kependudukan harus
dimaknai "wajib dilaporka! oleh Pendrduk di Instansi Pelaksana
tempat penduduk berdomisili";
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c. 6emua peraturd perundmg-undansd ydg berkaitan denge
Ahinislrasi Kependudul<s dinyatalm hdih berlalo sepanjans
tidal bertentdgm denga! ketentuan dalam P€ratum Daerah ini.

Pasal ll
Pretura4 Da€rah ini mulai berlaku pada toggal diund@gke, Agd stiap
otu€ msgetahuiny4 me@rintahkan pengundaiee Pemtllm Daeran jni
deng@ permpat6irra dalam L€mb€le Deftn (abupate! Ciaiu,

Ditetapkd di Cimju
pada tanggal 30 Desembe. 2015

BUPATI CTANJUR,

TJEA.'EP MUCHTAR SOI-F-'H

Diundanckm di ciadju
pada taEssal 30 Desember20l5

N CIANJUR,

s=-il

AL MUTAQIN

DAERAH TABUPATEN CIAN.ruR TAHUN 2{]15 NOMOR ] 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PRO\4NSI JAWA
BARAT : 1309/2015)


